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Abstract 

The objective of this study is to obtain an overview of the Role of Protocol and Public 
Relations in the Regional Secretariat of Pohuwato Regency. This research employs a 
qualitative descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews with 
several informants, observations, and the recording of secondary data related to the research 
problem. The research findings conclude that the Role of Protocol and Public Relations in the 
Regional Secretariat of Pohuwato Regency has not yet been fully optimized. As a government 
institution or public body, the Pohuwato Regency Government is obligated to provide open 
and transparent information to the public. The role of public relations, which includes acting 
as the government's voice to the public and ensuring that public voices are heard by the 
government through various communication media, has not been effectively implemented. 
Another key function of public relations is as a public communication tool. The Public 
Relations and Protocol Division of the Regional Secretariat of Pohuwato Regency has carried 
out four essential roles: communicator, facilitator, information disseminator, and catalyst, to 
ensure comprehensive information distribution. It is recommended that, in carrying out its 
duties and functions, the Public Relations Division of Pohuwato Regency should be able to 
apply and understand organizational communication as a communication process conducted 
by the organization towards all its stakeholders. Establishing a reciprocal relationship 
between the organization and its public is a fundamental principle that must be upheld. 
Public relations should function as a two-way communication process with the public to 
support management functions and objectives by enhancing cooperation and fulfilling shared 
interests. Public relations staff must be able to ensure that messages are effectively 
understood by others in order to maintain the reputation and image of the institution they 
represent. 
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Pendahuluan 

Di era komunikasi digital, 

pemanfaatan media komunikasi Digital 

Public Relations (PR) menjadi hal urgent 

yang dapat dilakukan dalam proses 

sosialisasi. Dengan demikian peran Humas 

Pemerintah dalam menjalankan fungsi 

komunikasi menjadi sangatlah vital. Hal ini 

dapat dilakukan melalui berbagai media 

komunikasi yang ada. Salah satu media yang 

saat ini digunakan Humas adalah 

memanfaatkan Digital Public Relations. 

Internet selama ini selalu menyediakan 

segala informasi yang dibutuhkan, sehingga 

akhirnya memberikan dimensi baru dalam 

proses komunikasi praktisi public relations, 

yakni digital public relations. Menurut 

Duhe, seluruh pelanggan maupun 

stakeholder perusahaan membutuhan 

informasi resmi yang bisa dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan sehingga 

keberadaan digital public relations bagi 

perusahaan adalah hal mutlak (Duhe, 2007: 

140). Mereka tidak boleh mengandalkan 

informasi liar yang disampaikan orang asing 

karena justru akan menjadi bumerang yang 

bisa menghancurkan reputasi perusahaan. 

Keberadaan digital public relations ini akan 

memungkinkan perusahaan (Sholikin, 

2021).  

Hubungan Masyarakat (Humas) 

sendiri memiliki peran dalam membantu 

organisasi dalam memutuskan apa yang 

harus dikatakan dan dilakukan. Onong 

(1989) mendefinisikan public relations 

sebagai kegiatan komunikasi dua arah 

timbal balik antara organisasi dengan 

publik atau khalayaknya, baik publik 

internal maupun eksternal, dengan tujuan 

mendukung fungsi dan tujuan manajemen 

organisasi, serta meningkatkannya dengan 

membina kerjasama dan pencapaian 

kepentingan bersama. Mayoritas bisnis 

besar memiliki departemen hubungan 

masyarakat, yang mungkin menghasilkan 

pekerjaan tambahan. 

Dalam sebuah organisasi 

pemerintahan, fungsi dan peran humas 

sangatlah penting. Dua peran kunci—peran 

teknisi dan fungsi manajemen—sering 

muncul dalam operasi PR, menurut studi 

tentang subjek tersebut. Menulis, mengedit, 

fotografi, komunikasi produksi, 

merencanakan acara khusus, dan 

menelepon media lain adalah contoh peran 

teknis di bidang kehumasan. Tugas yang 

membantu organisasi menemukan dan 

menyelesaikan masalah manusia adalah 

penekanan utama dari pekerjaan manajer. 

Humas sebagai juru bicara 

pemerintah, melakukan hubungan timbal 

balik antara pemerintah daerah dengan 

masyarakat umum, dan organisasi 

kemasyarakatan, untuk memperjelas suatu 

kegiatan pemerintah daerah dalam 
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melakukan hubungan intern dengan satuan 

dan peliputan kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Serta melaksanakan koordinasi 

atau kerja sama dengan organisasi 

kewartawanan  (Moore, 2004 ). Oleh karena  

itu, Humas mampu menjadi mainstream 

ditengah dominasi berita yang dimiliki 

segelintir media dan cenderung elitis, 

Adapun yang dimaksud terobosan yaitu, 

harus mampu melampoi semata-mata 

persoalan kelembagaan, kedepan nanti 

semestinya sudah bisa menjawab tentang 

tantangan ke Humasan. Dengan 

mengedapankan Subtansi dimana posisi 

otonomi daerah sesungguhnya memiliki 

peran yang lebih terbuka dan secara proses 

lebih demokratis. Dengan memberikan 

peran yang lebih kuat pada proses 

informasi publik dan sekaligus pilihan pada 

tren teknologi, diharapkan terjadi 

terobosan sehingga mampu menjadi 

produser informasi. 

Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pohuwato bertugas 

melaksanakan persiapan pelaksanaan 

kebijakan Pemerintah, mengoordinasikan 

tugas- tugas Perangkat Daerah khususnya 

Bupati dan Wakil Bupai Pohuwato, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

keprotokolan, komunikasi, dan 

kepemimpinan komunikasi, serta 

perencanaan dan pelaporan. 

Peran yang dilakukan Humas 

Prokopim juga hanya peran taktis (jangka 

pendek) yakni berupaya memberikan 

pesan-pesan dan informasi yang efektif agar 

dapat memiliki pengaruh bagi rakyat 

melalui pesan-pesan yang disampaikan. 

Dalam pelaksanaan sosialisasi, Humas 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

(Prokopim) tidak memiliki peran jangka 

panjang (peran strategis) karena ia tidak 

dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan, memberikan proses sumbang 

saran, gagasan dan ide yang kreatif untuk 

melaksanakan program institusi yang 

bersangkutan. Humas Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato hanya diberikan 

kekuasaan untuk merancang dan 

menentukan apa yang akan digunakan 

untuk melakukan proses sosialiasi 

(Sholikin, 2019). 

Dalam komunikasi, kita berusaha 

untuk berbagi informasi, gagasan, atau 

sikap kita dengan partisipan lainnya. 

Everett M. Rogers (Cangara, 2004: 19) 

mendefinisikan komunikasi sebagai proses 

di mana suatu ide atau pesan dialihkan dari 

sumber kepada satu penerima atau lebih 

dengan tujuan untuk mengubah perilaku 

mereka. Dalam konteks ini, komunikasi 

tidak hanya melibatkan transfer informasi, 

tetapi juga mempengaruhi tingkah laku atau 
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tindakan yang dilakukan oleh penerima 

pesan. Dengan demikian, komunikasi 

berperan penting dalam menghubungkan 

orang-orang, memfasilitasi pertukaran 

informasi, gagasan, dan sikap, serta 

mempengaruhi perubahan perilaku. Melalui 

komunikasi, kesamaan makna dapat 

tercapai dan pengaruh dapat diberikan 

kepada penerima pesan untuk merubah 

atau mempengaruhi tindakan mereka. 

Komunikasi tidak hanya tentang 

penyampaian informasi, tetapi juga tentang 

pembentukan pendapat umum (public 

opinion) dan sikap publik (public attitude). 

Melalui komunikasi yang efektif, pendapat 

dan sikap publik dapat terbentuk. Dalam 

konteks ini, komunikasi memiliki peran 

yang lebih luas dalam mempengaruhi 

individu dan masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman 

tentang komunikasi melibatkan studi 

tentang bagaimana komunikasi dapat 

mempengaruhi perilaku dan pendapat 

orang lain, serta bagaimana komunikasi 

yang komunikatif dapat mengubah sikap 

dan prilaku. Komunikasi memiliki peran 

penting dalam membentuk pandangan dan 

sikap publik, serta mempengaruhi interaksi 

dan hubungan antara individu dan 

kelompok dalam masyarakat (Sholikin, 

2018). 

Goldhaber dalam Arni Muhammad 

(2001:66) memberikan definisi komunikasi 

organisasi sebagai proses menciptakan dan 

saling menukar pesan dalam satu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama 

lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti 

atau yang selalu berubah-ubah. Greebaunm 

dalam Arni (2001:67) mengatakan bahwa 

bidang komunikasi organisasi termasuk 

arus komunikasi formal dan informal dalam 

organisasi. Ia membedakan komunikasi 

internal dengan eksternal dan memandang 

peranan komunikasi terutama sekali 

sebagai koordinasi pribadi dan tujuan 

organisasi dan masalah menggiatkan 

aktivitas. 

Komunikasi organisasi membantu 

kita untuk: 

1. menyelesaikan tugas yang 

berkaitan dengan peran dan 

tanggung jawab khusus penjualan, 

layanan, dan produksi;  

2. menyesuaikan diri dengan 

perubahan melalui kreativitas dan 

adaptasi individu dan organisasi;  

3. menyelesaikan tugas melalui 

pemeliharaan kebijakan, 

prosedur, atau peraturan yang 

mendukung operasi harian dan 

berkelanjutan;  

4. mengembangkan hubungan di 

mana "pesan manusia diarahkan 

pada orang-orang di dalam 

organisasi-sikap, moral, kepuasan, 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 
 Vol 16 No 3 (2024) : Desember 2024 

 

     471 

dan pemenuhan mereka" 

(Goldhaber, 2001:5) 

mengoordinasikan, 

merencanakan, dan 

mengendalikan operasi organisasi 

melalui manajemen. Komunikasi 

organisasi adalah bagaimana 

organisasi mewakili, 

menghadirkan, dan membentuk 

iklim dan budaya organisasi 

mereka sehingga sikap, nilai, dan 

tujuan yang menjadi ciri 

organisasi dan anggotanya. 

Peran komunikasi organisasi di 

instansi pemerintahan mempunyai peran 

yang cukup banyak dalam proses 

menjalankan program-program perusahaan 

yang ada. Tentunya dalam menjalankan 

program-program tersebut didasarkan pada 

target, komunikasi organisasi pun menjadi 

salah satu faktor terpenting dalam 

menciptakan nilai-nilai positif di setiap 

program yang ada di instansi pemerintahan. 

Program- program di instansi pemerintahan 

dibuat tentunya untuk membuat intansi 

menjadi lebih maju lagi, terutama dengan 

proses pencitraan yang lebih baik lagi, 

sehingga citra Pemerintah Kabupaten 

Pohuwato di mata masyarakat Pohuwato 

akan bertumbuh menjadi sesuatu hal yang 

positif. 

Secara kontekstual, “administrasi 

komunikasi antara organisasi dan 

publiknya” benar-benar merupakan fungsi 

dan peran manusia seperti yang 

didefinisikan oleh formula manusia (Grunig 

dan Hunt dalam Browning, 2010: 5). 

Menurut Ströh (2007), peran dan tugas 

humas adalah mengelola komunikasi antara 

organisasi dan audiensnya untuk membina 

dan membina hubungan positif yang 

menguntungkan semua pihak. 

Humas pemerintah merujuk pada 

lembaga atau individu yang bertugas 

mengelola informasi dan komunikasi secara 

persuasif, efektif, dan efisien untuk 

membangun hubungan yang harmonis 

antara pemerintah dan publiknya. Tujuan 

utamanya adalah menciptakan citra dan 

reputasi positif bagi instansi pemerintah. 

Humas pemerintah memiliki peran krusial 

dalam menyampaikan program dan kinerja 

pemerintah kepada masyarakat, serta 

meningkatkan pelayanan dan pengelolaan 

informasi di setiap instansi. Selain itu, 

mereka juga bertujuan untuk mendorong 

partisipasi publik dalam mendukung 

program pemerintah yang berdampak 

positif bagi masyarakat. Saat ini, tantangan 

humas pemerintah meliputi penyampaian 

informasi dengan bahasa yang lebih 

sederhana dan menarik bagi generasi 

milenial, serta membangun komunikasi 

efektif dalam era media sosial yang semakin 

dekat dengan masyarakat (Sholikin, 2023). 

Oleh karena itu, humas pemerintah harus 
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terus berinovasi dan informatif, serta 

menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi, termasuk media sosial, agar 

dapat memahami kebutuhan publik. 

Humas atau public relations, 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

sebuah organisasi. Aktivitas humas dapat 

menjadi wahana integrasi internal, 

memfasilitasi saling pengertian antara 

anggota komunitas, dan membangun 

loyalitas di kalangan karyawan. Hal ini juga 

dapat memperkuat etos kerja di kalangan 

direksi atau manajer. Selain itu, kegiatan 

humas memiliki peranan yang dominan 

dalam menjalin hubungan antara 

perusahaan dengan publiknya, baik itu 

publik internal maupun publik eksternal.  

Public relations berperan dalam 

membangun citra baik, itikad baik, saling 

pengertian, saling mempercayai, serta 

toleransi antara perusahaan dan publiknya. 

Unsur-unsur tersebut membantu 

menciptakan hubungan yang baik dan pada 

akhirnya membentuk citra positif terhadap 

perusahaan. Public relations juga memiliki 

peran penting dalam menangani persoalan 

yang berkaitan dengan keinginan dan 

harapan stakeholders, baik itu stakeholders 

internal seperti anggota organisasi maupun 

stakeholders eksternal seperti pendengar 

dan media massa. 

Dengan membangun kepercayaan 

publik (public trust), humas dapat 

menciptakan citra yang positif bagi 

perusahaan. Kepercayaan publik 

merupakan faktor penting dalam menjaga 

keberadaan dan reputasi perusahaan. Oleh 

karena itu, peran humas sangat penting 

dalam membangun hubungan yang baik 

dengan stakeholders, mengelola 

komunikasi organisasi, dan membangun 

kepercayaan publik. Dengan demikian, 

humas memainkan peran yang vital dalam 

memastikan kelancaran hubungan antara 

perusahaan dengan publiknya, membangun 

citra positif, dan menjaga kepercayaan 

publik.  

Agar strategi hubungan masyarakat 

lembaga pemerintah menjadi lebih sukses, 

metode komunikasi sangat penting. Karena 

komunikasi strategis akan memudahkan 

untuk menjalin koneksi, meningkatkan 

reputasi, dan mempengaruhi orang lain 

untuk mengambil tindakan (Martinelli, 

2012: 8). Dalam rangka mengembangkan 

metode kreatif untuk menjawab 

permasalahan generasi milenial berbasis 

teknologi informasi, strategi komunikasi 

harus digunakan dalam human government 

dengan tetap memperhatikan unsur 

lingkungan sosial, operasional dan internal 

perusahaan.  

Dengan kata lain, disrupsi industri 

4.0 menimbulkan pola yang tercermin 
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dalam strategi manusia saat ini (Meranti & 

Irwansyah, 2018:15). Budaya kerja 

setidaknya akan terpengaruh oleh 

perubahan strategi komunikasi kehumasan 

pemerintah ketika kegiatan kehumasan 

dilakukan di lembaga pemerintah. Menurut 

Grant, salah satu fungsi krusial strategi 

adalah sebagai saluran kerjasama dan 

komunikasi dalam mengejar tujuan 

manajerial (Suherman, 2018:32). Instansi 

pemerintah harus mengambil tindakan 

cepat melalui reformasi birokrasi, 

revitalisasi dan transformasi manusia untuk 

mengoptimalkan penerapan strategi 

manusia di era digital. 

Peremajaan Humas mengacu pada 

inisiatif untuk mengembalikan peran 

penting yang dimainkan orang dalam 

sebuah institusi (keadaan). Transformasi 

humas, di sisi lain, menggambarkan elemen 

perubahan mendasar dan inisiatif untuk 

mengubah kinerja humas dalam suatu 

institusi. Hal ini senada dengan pernyataan 

pakar kehumasan Elizabeth Goenawan 

Ananto yang mengatakan bahwa untuk 

memenuhi peran dan fungsi komunikasi 

publik terpadu yang tidak hanya sebagai 

penyampai berita tetapi juga peringatan 

awal, orkestra pemicu informasi dan 

komunikasi antar lembaga pemerintah 

perlu dibenahi dan dikonsolidasikan 

kembali (Kartika, 2020: 5). Humas adalah 

suatu proses komunikasi dua arah atau 

timbal balik (two way communication) yang 

terencana baik secara internal maupun 

eksternal dalam upaya menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan tujuan 

untuk memperoleh itikad baik, saling 

pengertian, opini publik, dan citra yang baik 

dari masyarakat.  

Tujuan PR adalah untuk membangun 

itikad baik, memenangkan publik, dan/atau 

menjalin aliansi berdasarkan hubungan 

baik dengan publik yang beragam. Hal ini 

menunjukkan bahwa tujuan humas adalah 

untuk membentuk, mempromosikan, dan 

menjunjung tinggi sikap positif bagi 

lembaga, kantor, dan organisasi serta pihak 

lain di satu sisi, dan dengan pihak lain 

melalui komunikasi yang efektif dan hasil 

yang saling memuaskan di sisi lain.  

Tujuan humas menurut Steinberg 

seperti dikutip Meinanda (2008) adalah 

untuk mempengaruhi persepsi publik 

terhadap tindakan yang dilakukan oleh 

lembaga yang bersangkutan. Departemen 

hubungan masyarakat perusahaan, yang 

mencakup kelompok produksi dan layanan, 

sangatlah penting. Agar publik memiliki 

persepsi yang baik terhadap perusahaan, 

agensi PR harus mampu mengembangkan 

citra positif terhadap merek tersebut. 

Fungsi kehumasan Prokopim dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu :  
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Humas dan Inisiatif. Humas Internal 

Tujuan utama upaya Humas internal 

Prokopim adalah untuk mengembangkan 

dan mengaktualisasikan individu-individu 

yang memiliki passion dalam pekerjaannya 

dan lebih produktif. Sementara ini, program 

magang Humas Prokopim harus 

menekankan peningkatan kinerja dan 

pertumbuhan pribadi.  

Kegiatan Humas/Prokopim. 

Penyelenggaraan humas Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pohuwato yang 

dilakukan oleh humas Prokopim terbilang 

baik, seperti yang sebelumnya ditunjukkan 

dengan peningkatan kualitas pelayanan 

setiap tahunnya. 

Metode Penelitian 

Desain penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif sehingga pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif dan akan menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Artinya data yang 

dianalisis didalamnya berbentuk deskriptif 

serta tidak berupa angka-angka seperti 

halnya pada penelitian kuantitatif. 

Penelitian kualitatif dipilih karena 

pendekatan ini di rasa sesuai apabila 

digunakan untuk mendeskripsikan secara 

jelas dan terperinci serta memperoleh data 

yang mendalam tentang Peran Protokoler 

Dan Kehumasan Pada Secretariat Daerah 

Kabupaten Pohuwato. 

Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif ini lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2012:9). 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam aktivitasnya untuk 

menyentuh seluruh lapisan masyarakat 

pada pelayanan informasi publik, 

pemerintah mengandalkan peran dari 

humas pemerintah. Menurut Dozier dan 

Broom (dalam Ruslan, 2014) Peran praktisi 

public relations sebagai fasilitator 

komunikasi adalah bertindak sebagai 

perantara dan membantu manajemen 

dengan menciptakan kesempatan-

kesempatan untuk mendengar apa kata 

publiknya dan menciptakan peluang agar 

publik mendengar apa yang diharapkan 

manajemen. Peran ini juga menjaga 

komunikasi dua arah dan memfasilitasi 

komunikasi dengan menyingkirkan 

rintangan dalam hubungan dan menjaga 
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agar saluran komunikasi tetap 

terbuka.Selain itu bertindak sebagai sumber 

informasi dan juru komunikasi antara 

organisasi dan publik. Tujuannya adalah 

memberi informasi yang dibutuhkan oleh 

baik itu manajemen maupun publik untuk 

membuat keputusan demi kepentingan 

bersama (Cutlip et al., 2006). 

Komunikator 

Sebagai komunikator merupakan 

para pakar public relations dengan 

kualifikasi terbaik untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi.public relations 

juga memainkan peran utama dalam 

membantu membuat kebijakan manajemen 

organisasi (perusahaan/ lembaga) tentang 

apa yang harus dilakukan. Peranan ini 

untuk mengugah kepasifan keterlibatan 

manajemen. Lembaga Humas dan Protokol 

SETDA Kabupaten Pohuwato hanya 

menjalankan tugas sesuai Tugas Pokok dan 

Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan peraturan 

perundang-udangan.  

Kepala Bagian Humas SETDA 

Kabupaten Pohuwato menjelaskan bahwa 

Humas tidak membuat kebijakan 

manajemen organisasi karena bukan 

merupakan lembaga yang berdiri sendiri 

melainkan ada dibawah naungan dan 

bertanggungjawab kepada Sekretariat 

Daerah jadi pimpinan tertinggi untuk di 

lembaganya dipegang oleh Sekretariat 

Daerah. Sementara itu, untuk pembuatan 

suatu kebijakan sendiri itu merupakan 

wewenangnya lingkar pimpinan diatas dan 

bagian Humas tidak ikut terlibat didalam 

proses tersebut. 

Fasilitator 

Fasilitator Komunikasi 

(Communication Facilitator) tugasnya 

adalah memfasilitasi komunikasi antara 

manajemen dan publiknya. Praktisi public 

relation adalah penerjemah sekaligus mata 

rantai manajemen dengan publiknya.Dalam 

Humas dan Protokol Setdakot Bogor ini 

ditemukan bahwa lembaga ini telah 

memfasilitasi komunikasi dua arah yang 

terjadi antara pihak humas dan juga 

masyarakat agar terjadi sinegritas dan 

kerjasama yang baik antara Pemerintah 

Kota dengan masyarakatnya. Pelayanan 

Informasi menyampaikan bahwa 

penyampaian informasi dan saluran 

komunikasi dua arah dilakukan 

menggunakan media online seperti 

instagram, facebook, dan twitter sehingga 

masyarakat dapat memberikan kritik 

maupun saran.    

Komunikasi dua arah melalui media 

online yang dilakukan Humas ini bertujuan 

agar terjadi sinkronasi dan sinergi antara 

masyarakat dan pemerintah, menyajikan 

informasi yang dibutuhkan masyarakat dan 

menyampaikan informasi terkait 
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pemerintah Kabupaten Pohuwato. Aspek-

aspek dalam peran humas sebagai 

Fasilitator Komunikasi (Communication 

Facilitator) dapat dijalankan oleh Humas 

dan Protokol SETDA Kabupaten Pohuwato  

yakni dengan memfasilitasi komunikasi dua 

arah yang dilakukan antara pemerintah 

dengan masyarakatnya dalam hal ini 

melalui media online yang disediakan 

seperti facebook, instagram, twitter. 

Penyebar Informasi 

Humas dan Protokol SETDA 

Kabupaten Pohuwato terdapat hubungan 

kerjasama yang dilakukan itu tidak hanya 

dengan pihak dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato itu sendiri melainkan 

pihak diluar lingkungan itu guna 

meningkatkan kualitas penyampaian 

informasi serta meminimalisir 

kesalahpahaman yang akan terjadi pada 

akhirnya dapat menimbulkan masalah 

dalam lembaga. Humas dan Protokol SETDA 

Kabupaten Pohuwato ini hampir dengan 

semua media nasional, regional dan lokal 

melakukan kerjasama dalam hal apapun 

yang tentunya sesuai dengan Tupoksi dan 

selama itu tidak berenturan dengan jadwal 

pimpinan.   

Katalisator  

Dalam Humas dan Protokol SETDA 

Kabupaten Pohuwato ini ditemukan hal-hal 

yang menjadi pekerjaan dasar dalam 

lembaga ini dan alur pekerjaannya. 

Dijelaskan bahwa Humas dan Protokol 

SETDA Kabupaten Pohuwato ini melayani 

dan memfasilitasi pimpinan dalam hal ini 

Bupati, Wakil Bupati Sekda, dana Kepala 

OPD lainnya dalam hal yang sesuai dengan 

Tupoksi disini. standar pekerjaan yang 

dilakukan oleh Humas dan Protokol SETDA 

Kabupaten Pohuwato yaitu mengikuti, 

memberikan pelayanan, serta memfasilitasi 

segala kegiatan pimpinan lalu melakukan 

publikasi dan peliputan sesuai tupoksi.   

Humas dan Protokol SETDA 

Kabupaten Pohuwato menggunakan banyak 

media online seperti website, instagram, 

twitter, youtube, facebook guna 

penyampaian informasi secara maksimal 

kepada seluruh warga masyarakat 

Kabupaten Pohuwato. Selain itu, pihak 

Humas dan Protokol juga melakukan 

kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten 

Pohuwato pada khususnya. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Komunikator 
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Peran kehumasan yang dilakukan 

sebagai komunikator Bagian Pimpinan 

Prokopim Pemerintah Kabupaten Pohuwato 

tentunya sangat berpengaruh terhadap citra 

Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato. 

Berbagai macam kegiatan dokumentasi dan 

publikasi tentang kegiatan Bupati dan Wakil 

Bupati dapat terlaksana dengan baik 

disebabkan terbentuknya sistem 

kehumasan di ruang lingkup Prokopim 

berjalan dengan baik. Selain itu, Bagian 

Prokopim Pemerintah Kabupaten Pohuwato  

juga turut memelihara hubungan baik 

dengan masyarakat Kabupaten Pohuwato. 

Bagian Prokopim selalu melibatkan 

langsung masyarakat Kabupaten Pohuwato 

dalam kegiatan dokumentasi dan peliputan 

sehingga semakin meningkatnya 

kepercayaan publik terhadap 

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. 

Bagian Prokopim Pemerintah Kabupaten 

Pohuwato secara aktif dan masif 

memberikan respon yang cepat dan tanggap 

jika ada pemberitaan atau kabar hoax 

mengenai Pemerintahan Kabupaten 

Pohuwato. Berkat respon yang cepat 

tanggap ini menghasilkan kepercayaan 

masyarakat Kabupaten Pohuwato terhadap 

Pemerintah  menjadi semakin meningkat. 

Fasilitator 

Humas Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan (Prokopim) Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato dengan cepat 

menemukan solusi dan jalan keluar atas 

berbagai macam hambatan yang terjadi 

pada saat kegiatan dokumentasi dan 

peliputan Bupati dan Wakil Bupati. 

Hambatan yang terjadi baik dari faktor 

internal dan eksternal diselesaikan dengan 

baik melalui evaluasi dan manajemen risiko 

serta monitoring program yang 

berkelanjutan untuk mencegah hambatan 

tersebut terjadi lagi di kemudian hari. Peran 

fasilitator komunikasi dapat dilihat dari 

indikator Biro Humas, yakni menjadikan 

pemerintah sebagai pendengar suara dari 

masyarakat dan membuat suara pemerintah 

didengar oleh masyarakat melalui 

penyiaran kegiatan pemerintah melalui 

berbagai media komunikasi.Indikator 

selanjutnya yakni pendengar yang peka dan 

broker (perantara), interpreter dan 

mediator komunikasi antara organisasi dan 

publiknya juga menjaga komunikasi dua 

arah dan menjaga agar komunikasi selalu 

tetap terbuka. 

Penyebar Informasi 

Humas dapat dikatakan berperan 

sekaligus sebagai juru bicara pemerintah. 

Tugasnya adalah penyebarluasan informasi 

kepada masyarakat yang memiliki implikasi 

positif, serta tidak menimbulkan krisis 

informasi di tengah masyarakat. Karena itu, 

humas menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Humas juga berfungsi 
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mendampingi arah kebijakan pemerintah, 

karena kehumasan dapat menjadi corong 

kebijakan, baik di pusat maupun daerah. 

Selain itu, tantangan dan tuntutan pada 

humas pemerintah saat ini sangat tinggi. Hal 

ini tentu harus diiringi dengan kompetensi 

yang baik. Dalam konteks kehumasan, 

setiap narasi yang disampaikan harus 

mencerminkan integritas dan harga diri 

organisasi yang diwakili. Prinsip ini bukan 

hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi 

juga bagaimana dikatakan dan dampak yang 

ditimbulkan.  

Katalisator 

Peran humas sebagai Teknisi 

Komunikasi (Communication Techinician) 

dapat dijalankan oleh Humas dan Protokol 

SETDA kabupaten Pohuwato dengan 

melakukan segala kegiatan yang menjadi 

pekerjaan dasar humas dengan 

memberdayakan media-media yang ada. 

Humas haruslah menjaga komunikasi dua 

arah dan memfasilitasi komunikasi dengan 

publiknya dan menjaga saluran komunikasi 

agar tetap terbuka 

Saran  

Terhadap permasalah penelitian ini, 

terdapat beberapa saran yang diajukan 

sebagai berikut:  

1. Dalam menerapkan tugas dan 

fungsinya Humas Kabupaen Pohuwato 

harus mampu melakukan dan 

memahami Komunikasi organisasi 

sebagai suatu komunikasi yang 

dijalankan organisasi kepada segenap 

publik yang dimiliki. Karena ini 

merupakan tugas  khusus bertugas 

berupa mengelola aktivitas komunikasi, 

dalam kaitan ini public relations 

merupakan jawaban yang tepat.  

2. Mampu menjalin Hubungan timbal 

balik antara organisasi dengan 

publiknya merupakan prinsip yang 

harus dijalankan. hubungan 

masyarakat adalah komunikasi dua 

arah dengan public secara timbal balik 

dalam rangka mendukung fungsi dan 

tujuan manajemen dengan 

meningkatkan pembinaan kerja sama 

dan pemenuhan kepentingan bersama 

staf public relations (Humas) dituntut 

mampu menjadikan orang lain 

memahami suatu pesan, demi menjaga 

reputasi atau citra lembaga yang 

diwakilinya.  
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